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ABSTRAK 

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT 

PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG 

OLEH: 

NUR AISYAH 

NIM. 02170623758 

 

This research was carried out at the Bangkinang Revenue Management UPT from 

January 2024 to May 2024. The aim of this research was to determine the level of 

mandatory compliance with Surface Water Tax at the Bangkinang Revenue 

Management UPT. In this research the data obtained is primary and secondary 

data. The author uses data collection methods by means of observation, interviews 

and documentation. and the results of this research show that in the tax collection 

system, taxpayers are obedient in paying the taxes they owe in accordance with 

government regulations. And no taxpayer has yet been subject to administrative 

sanctions for late payment of the tax they owe. The efforts made by the Bangkinang 

Revenue Management UPT to increase surface water tax collection are by 

establishing good communication with taxpayers before the due date for paying the 

tax owed, the UPT has reminded Surface Water Tax payers. 
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ABSTRAK 

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN DI UPT 

PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG 

OLEH: 

NUR AISYAH 

NIM. 02170623758 

 Penelitian ini dilaksanakan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 
pada bulan januari 2024 sampai dengan bulan mei 2024 tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui Tingkat kepatuhan wajib Pajak Air Permukaan di UPT 
Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. Dalam penelitian ini data yang didapat 
adalah data primer dan skunder. penulis menggunakan metode pengambilan data 
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi . dan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa didalam sistem pemungutan pajak, wajib pajak sudah patuh 
melakukan pembayaran pajak terutang nya sesuai dengan peraturan pemerintah. 
Dan belum ada wajib pajak yang terkena sanksi administrasi terhadap 
keterlambatan pembayaran pajak terutangnya. Upaya yang dilakukan UPT 
Pengelolaan Pendapatan Bangkinang untuk meningkatkan pemungutan pajak air 
permukaan yaitu dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan wajib pajak 
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang, pihak UPT sudah 
mengingetkan Kepada wajib Pajak Air Permukaan. 

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Air Permukaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Indonesia adalah negara yang berkembang, yang menerapkan pajak dan 

menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar dalam penerimaan kas 

negara penerimaan pajak mendorong pemerintahan indonesia untuk membiayai 

Pembangunan nasional demi meningkatkan kesehjahteraan Masyarakat. 

Negara indonesia menerapkan dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak 

daerah. pajak pusat dikelolah pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan 

negara di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pajak 

daerah dikelola pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah di dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Lestari dalam Sri 

Rahayu Syah (2016). 

Dalam melaksanakan Pembangunan nasional, pemerinta tidak bisa 

melakukan pemerataan secara efektif ke berbagai daerah tanpa adanya 

kerjasama dengan baik dengan daerah tersebut . pemerinta pusat memberikan 

kewewenwng terhadap pemerintah daerah untuk menggali potensi yang ada 

didalam derahnya sebaik mungkin sebagai sumber penerimaan kas daerah untuk 

melakukan Pembangunan di daerah tersebut . 

  Keberhasilan Pembangunan di sebuah daerah ditentukan oleh tersedianya 

dana guna untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan Masyarakat. 

Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan dana yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut direktorat jendral perimbangan 
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keuangan, Pendapatan Asli Daerh (PAD) yaitu pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  di pisahkan dan lain-lain adalah PAD 

yang sah. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat dengan 

meningkatnya kemampuan Masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi 

daerah.  

Pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 tahun 

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (HKPD). Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak daerah  

provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota . Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) 

dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan jenis pajak provinsi 

bagian dari pajak daerah yang menjadi sumber dana penerimaan kas daerah.  

Pengenaan Pajak Air Permukaan tidak mutlak ada pada seluruh daerah 

provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak 

mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada 

suatu daerah provinsi, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu 

menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Permukaan yang akan menjadi 

landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 

pemungutan Pajak Air Permukaan di daerah provinsi yang bersangkutan. 

Dalam peraturan Gubernur Riau No.37 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5 Pajak Air 

Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengembilan atau pemanfaatan air 

permukaan. Air permukaan adalah sebuah air yang terdapat pada permukaan 

tanah, tidak termasuk air laut baik yang berada di laut maupun di darat. 
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Dikecualikan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan 

dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. 

Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan atau 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dan objeknya adalah 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaandan tarif yang dikenakan 

paling tinggi adalah sebesar 10 %.  

Pajak air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

merupakan dari bagian upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pendapatan melalui pemanfaatan sumber daya alam. Pajak Air Permukaan 

dikenakan terhadap segala jenis usaha yang memanfaatkan air permukaan 

seperti Sungai, waduk, danau, dan saluran irigasi. Pajak ini dikelola oleh 

pemerintah provinsi berdasarkan ketentuaan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah 

UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang memiliki tugas untuk 

memastikan penetapan dan pemungutan Pajak Air Permukaan berjalan dengan 

efektif. Permasalahan yang terjadi adalah realisasi penerimaan pajak air 

permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang tidak mencapai target 

yang telah di tetapkan. 

Kepatuhan dalam membayar pajak adalah suatu tindakan wajib pajak dalam 

menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pemungutan pajak air permukaan di 
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lingkup UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang mencakup beberapa 

kecamatan yaitu. kecamatan gunung sahilan, kecamatan koto Kampar hulu, 

kecamatan tapung, kecamatan kampa, kecamatan tambang, kecamatan tapung 

hulu,kecamatan salo, kecamatan bangkinang barat dan kecamatan bangkinang. 

Tabel 1.1 Data Target Realisasi Pajak Air Permukaan Di UPT 

Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2021 Sampai Tahun 2023 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase  

1. 2021 498.436.188 4.151.227.822 114,5 %  

2. 2022 4.878.722.357 2.751.036.940 56,38% 

3. 2023 3.240.777.939 3.220.701937 99,38% 

      Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2024. 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan 

mengalami naik turun target yang tertinggi ditetapkan pada tahun 2022, 

sedangkan realisasi tiga tahun terakhir mengalami naik turun di mana pada 

tahun 2021 jumlah realisasi yang dicapai jauh melibehi target dengan 

persentasenya sebesar 114,5%. Dan pada tahun 2022 realisasinya tidak 

mencapai target karena target yang ditetapkan terlalu tinggi  dan persentasenya 

sebesar 56,38%, dan pada tahun 2023 realisasinya mengalami peningkatan dan 

target pada tahun 2023 diturunkan sehigga persentasenya mengalami 

peningkatan sebesar 99,38%. 

Dalam mengwujudkan Pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu 

menghimpun sumber dana untuk membiayai kegiatan dan Pembangunan di 

daerah salah satunya melalui pajak daerah, pajak daerah yang nantinya telah 
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dipungut dikumpilkan kemudian dialokasikan dan didistribusikan untuk 

Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat setempat. Untuk pelaksanaan 

pemungutan dan retribusi daerah, kesalahan masih ditemukan pada kesadaran 

wajib pajak yang masih rendah, sehingga membutuhkan partisipasi dan Upaya 

dalam pemungutan pajak. 

 

Tabel 1.2 Daftar Wajib Pajak Badan Perusahaan yang Terdaftar di 

UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Tahun 2023. 

 

No Nama Perusahaan / Wajib 

Pajak 

Alamat Perusahaan Jenis Olahan 

1. PT. Adimulia Agrolestari Desa gunung Mulya 

kec.gunung sahilan 

PKS 

2. PT. Padasa Enam Utama Desa siberuang, kec. 

Koto Kampar hulu 

PKS 

3. PT. Riau Kampar Sahabat 

Sejati 

Desa Suka Ramai kec. 

Tapung 

PKS 

4. PT. Tasma Puja Desa Kampar, Kec 

Kampa  

PKS 

5. PT. Tunggal Yunus Estate Desa Petapahan, kec. 

Tapung  

PKS 

6. PT. Multi Agro Sentosa Desa Danau Lancang 

Kec. Tambang 

PKS 

7. PT. Subur Arum Makmur Desa Danau Lancang 

Kec. Tapung Hulu 

PKS 

8. PT. Ciliandra Perkasa Desa Siabu Kec. Salo PKS 

9. PT. Arindo Trisejahtera Desa Petapahan Kec. 

Tapung 

PKS 
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10. PT. Johan Sentosa Desa Sei Jernih Kec. 

Bangkinang Barat 

PKS 

11. PT. RAPP ( Estate Teso 

Timur) 

Desa Gunung Sari Kec. 

Gunung Sahilan 

Kebun 

12. PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Senama Nenek 

Kec. Tapung 

PKS 

13. PT. Mitra Bumi Desa Bukit Sembilan 

Kec. Bangkinang 

PKS 

14.  PT. PDAM Tirta Kampar Jl. Sudirman Bangkinang PDAM 

15. PT. PLN Persero PLTA Koto 

Panjang 

Jl.Tanjung Datuk No. 74 

Pekanbaru 

PLTA 

16. PT. Air Kampar Desa Pulau Birandang 

Kec. Kampa 

PKS 

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 2024. 

Berdasarkan  Tabel 1.2  UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

memiliki 16 perusahaan yang menjadi wajib pajak air permukaan yaitu PT. 

Adimulia Agrolestari dengan jenis olahan PKS ( Pabrik Kelapa Sawit ), PT. 

Padasa Enam Utama dengan jenis olahan PKS, PT. Riau Kampar Sahabat 

Sejati dengan jenis olahan PKS, PT. Tasma Puja dengan jenis olahan PKS, 

PT. Tunggal Yunus Estate dengan jenis olahan PKS, PT. Multi Agro Sentosa 

dengan jenis olahan PKS, PT. Subur Arum Makmur dengan jenis olahan 

PKS, PT. Ciliandra Perkasa dengan jenis olahan PKS, PT. Arindo 

Trisejahtera dengan jenis olahan PKS, PT. Johan Sentosa dengan jenis 

olahan PKS, PT. RAPP (Estate Teso Timur) dengan jenis olahan kebun, PT. 

Sewangi Sejati Luhur dengan jenis olahan PKS, PT. Mitra Bumi dengan 

jenis olahan PKS, PT. PDAM Tirta Kampar dengan jenis olahan PDAM, 
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PT. PLN Persero PLTA Koto Panjang dengan jenis olahan PLTA, PT. Air 

Kampar dengan jenis olahan PKS . Hampir semua Perusahaan jenis 

olahannya sama Tetapi ada beberapa PT yang mengelolah Perkebunan, 

PDAM, dan PLTA. 

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib 

pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. Dimana 

kepatuhan wajib pajak air permukaan ini berkaitan badan perusahaan belum 

taat dalam melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan, keadaan lain 

terjadi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak air 

permukaan seperti bagaimana kriteria usaha yang dimiliki tersebut dapat 

dikenai Pajak Air Permukaan, dan kewajiban wajib pajak melaporkan pajak 

terutangnya dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mengetahui 

dampak dari patuhnya membayar pajak bagi kemajuan pembangunan suatu 

daerah dan kenyamanan wajib pajak hingga mencapai kemakmuran. Oleh 

karena itu, diperlukannya peran pemerintah dalam mengatasi masalah 

tersebut agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan 

pembayaran Pajak Air Permukaan. Melihat tingkat kepatuhan wajib pajak 

air permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang yang semakin 

menurun.UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang agar melakukan Upay

a untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan upaya agar wajib pajak 

tidak melalaikan kewajibannya untuk menaati peraturan perundang-

undangan. 
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Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan manjadikan sebuah karya tulis ilmiah dengan 

judul “TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK AIR PERMUKAAN 

DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG” 

 

 

1.2 Rumusan  Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan merumuskan permasalahan 

yang akan di bahas  sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingakat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT 

pengelolaan Pendapatan Bangkinang? 

2. Apa saja upaya  yang di lakukan UPT Pengelolaan pendapatan Bangkinang 

untuk meningkatkan pemungutan Pajak Air Permukaan? 

 

1.3 Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui  tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di UPT 

Pengelolaan Pendapatan Bangkinang.  

2. Untuk mengetahui Upaya yang di lakukan UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang untuk meningkatkan pemungutan pajak air permukaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yaitu : 

1. Bagi penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan perpajakan yang di 

peroleh di UIN Suska Riau dan menambah wawasan penulis khususnya 
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tentang Pajak Air Permukaan yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak Air 

permukaan . 

2. Bagi UPT Pengelolaaan Pendapatan Bangkinang diharapkan penelitiaan 

ini dapan membantu dan dapat memberikan masukan sebagai 

pertimbangan dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak Air 

Permukaan. 

3. Bagi pembaca diharabkan hasil penelitiaan ini dapat menambah 

wawasan dalam bidang perpajakan terutama dibidang pajak air 

permukaan dan juga dapat di jadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian  

Penelitiaan ini dilakukan di kantor UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang yang terletak di Jl. Letnan Boyak No. 74 Langgini, 

Kec.Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau 28463. 

 

1.5.2 Waktu Penelitiaan  

Waktu penelitian dimulai pada bulan Februari 2024 sampai dengan mei 

2024. 

1.5.3 Jenis Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari lokasi penelitian. Data primer diperoleh penulis secara langsung 
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melalui wawancara kepada kepala UPT. Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang. Adapun data primer yang diperlukan yaitu data tentang pajak 

air permukaan seperti realisasi anggaran pajak air permukaan, jumlah wajib 

pajak yang terdaftar, dan lainnya.  

b.  Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara seperti bentuk dokumen, arsip-arsip 

catatan, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian. Penulis melakukan observasi 

terhadap pajak air permukaan di UPT. Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  

2. Wawancara Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengum

pulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada kepala 

UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang berhubungan dengan masalah 

yang penulis teliti. 

3. Dokumentasi Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara 

mengumpulkan data dengan mengambil data dari arsip maupun catatan 

dokumentasi lainnya dari tempat penelitian sesuai dengan masalah yang 

penulis teliti. 

1.5.4 Analisis Data 

    Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh 

dengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu menganalisis data yang 

sudah ada dengan teori yang mendukung. 
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1.6    Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penyusunan laporan dan pembahasan isi materi 

laporan     tugas akhir ini, penulis akan membagi sistematika penulisan dalam 

empat bab. Adapun yang menjadi sistematika penulisan adalah: 

BAB I :     PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang,       

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, lokasi, 

waktu, jenis dan sumber data, serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Sejarah UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang beserta visi misi, struktur organisasi, serta 

tugas dan fungsi kepegawaian di perusahaan.  

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori yang mendukung 

penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang 

dilakukan berkaitan dengan judul penelitian. 

BAB IV : PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan 

kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan di UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM UNIT KERJA TEMPAT PENELITIAAN 

2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar pada awalnya 

di bentuk berdasarkan SK gubernur kepala daerah Tingkat 1 Riau No.Kpts 

29 januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintah dalam rangka 

pelaksanaan pasal 49 ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok 

pemerintahan di Daerah melalui perda No.5 Tahun 1997 di ubah menjadi 

Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana 

terakhir dengan semangat otonomi daerah di dasarkan pada UU No. 22 

Tahun 1999 di ubah menjadi Dinas Pendapatan Riau. Berdasarkan amanat 

PP No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai 

implementasinya ditetapkan perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 Dinas 

Pendapatan Daerah memiliki cabang yang bisa dikenal dengan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). 

Pada peraturan Gubernur Riau No. 79 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

pasal 4 dan pasal 11 ayat (3) Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 12 Tahun 

2017 tentang pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 

Pelaksanaan Teknis Daerah dan melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
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dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Pembentukan Teknis Pada Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau. Pada BAB II pembentukan pasal 2 dengan peraturan 

Gubernur ini di bentuk pada Badan Pendapatan Daerah, yaitu UPT 

Pengelolaan Pendapatan Bangkinang Kelas A. 

2.2 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangking  

Pada kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang terdiri beberapa 

unit kerja  yang terdiri dari : 

1. Kepala UPT 

2. Kasubbag Tata Usaha 

3. Kasih Penerimaan dan Penetapan 

4. Kasih penagihan dan pembukuaan  

5. Staf TU 

6. Pendaftaran / Bagian Pelayanan  

7. Bendahara khusus penerimaan  

8. Bendahara khusus pengeluaran  

9. Kasir 
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Gambar 2.1 

Struktur organisasi 

UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

Badan Pendapatan Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 
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2.3 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

a. Visi  

 Visi UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang sesuai dengan visi 

pusat yaitu : “Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah provinsi 

riau melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan Yang Efektif, 

Efisien, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Prima”. 

b. Misi 

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Menungkatkan tertib Administrasi Pengelolaan asli daerah. 

3. Meningkatkan peningkatan Sumber Daya Manusia. 

4. Maningkatkan sarana dan prasarana. 

  

2.4 Uraian Tugas Unit Kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang  

 Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian di UPT Penelolaan 

Pendapatan Bangkinang adalah sebagai berikut : 

1. Kepala UPT 

a. Memimpin pekerjaan secara keseluruhan di semua bidang, 

melakukan Sebagian kegiatan teknis oprasional dan / atau kegiatan 

teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau 

Sebahagian daerah kabupaten atau kota dan bertanggung jawab 

kepada kepala badan pendapatan.  

2. Kasubag Tata Usaha 
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a. Mengatur dan mengkoordinir pemeliharaan kantor, keamanan 

UPT, melaksanakan pengelolaan Administrasi kepegawaian. 

b. Menerima , menganalisis, dan mengendalikan administrasi surat 

menyurat UPT, mengetik , mengelolah, mencatat, dan mengadakan 

naska. 

c. Melaksanakan Administrasi kepegawaian dan menghimpun serta 

Menyusun investarisasi data kepegawaian UPT.  

d. Melaksanakan penyelesaian Administrasi gaji pegawai UPT, serta 

Menyusun rencana anggara UPT. 

3. Kasih Penerimaan dan Penetapan 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan pendapatan UPT.  

b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenan dengan 

penetapan pajak daerah, pemungutan dan penagihan pajak daerah 

di wilayah kerja UPT yang telah di tetapkan. 

c. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor 

SAMSAT, menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD). 

d. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 

4. Kasih Penagihan dan Pembukuan 

a. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak 

daerah, dan Menyusun laporan penerimaan pajak daerah masing-

masing UPT. 
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b. Menyusn program kerja dan rencana kegiatan penagihan, 

pembukuaan dan pelaporan UPT. 

c. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penagihan dan 

pembukuan, serta pelayanan di bidang penagihan dan pembukuan. 

5. Staf TU 

a. Mengentrol persediaan SKPD, SPPKB, dan pelastik SKPD. 

b. Membuat pengajuan permintaan blangko SKPD, SPPKB, dan 

pelastik SKPD. 

c. Ekspedisi surat menyurat ke kantor dinas Provinsi Riau dan biro 

keuangan Pemprov Riau. 

6. Pendaftaran / Bagian Pelayanan  

a. Memberikan formulir surat pendaftaran dan pendataan pajak 

kenderaan bermotor (SPPKB) kepada wajib pajak setelah 

persyaratan lengkap . 

b. Mengontrol penetapan Nilai Jual Kenderaan Bermotor (NJKB) 

untuk Merk dan Type Kenderaan, mengentry data type kenderaan 

yang blm ada (kisong). 

c. Korektor kutipan dan Surat Pajak Daerah (SKPD) Perpanjangan, 

Bea Balik Nama kenderaan Bermotor (BBNKB). 

d. Mengentry data pajak Kenderaan Bermotor (PKB) yang belum ada 

( kosong) dari UPT Pendapatan Kota dan UP Pendapatan Kampar. 

7. Bendaharaan Khusus Penerimaan  
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a. Melayani Penerimaan Pajak Daerah ( PKB, BB-KB, PKB Alat-alat 

Berat, BBN-KB Alat -alat Berat ,AP, SP3)  

b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan 

dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya 

( Menerima uang, menghitung dan menyetorkan uang pajak 

perpanjangan, diplikat, rubah jenis, ganti nopol, BBNKB. Mutasu 

masuk dan keluar). 

c. Mempertanggung jawabkan secara Administrasi atas pengelolaan 

uang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran 

melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

8. Bendahara Khusus Pengeluaran  

a. Melayani belanja rutin Upt Pendapatan Bangkinang, mengarsipkan 

surat masuk dan keluar mengagendakan dan menindaklanjuti surat 

masuk dan keluar . 

b. Membuat laporan pemakaiaan Anggaran Rutin UPT pendapatan 

Kampar, mengarsipkan surat masuk dan keluar.  

9. Kasir 

a. Mempertanggung jawabkan penerimaan uang pajak kenderaan 

bermotor (PKB) Pengesan yang menjadi tanggung jawabnya 

dengan menyetorkan uang tersebut kepada bendahara penerimaan 

pembantu, kasir penerimaan PKB dan BBN-KB pembayaran pajak 

tahunan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai tentang Tinkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan Pendapatan 

Bangkinang bisa disimpulkan: 

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Air Permukaan di UPT Pengelolaan 

Pendapatan Bangkinang sudah berjalan dengan baik dalam melakukuan 

pembayaran pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pasal 28 hingga Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (HKPD), dan peraturan gubernur riau no 37 tahun 2012. 

2. Upaya yang di lakukan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang 

dalam meningkatkat pemungutan  Pajak Air Permukaan adalah pihak UPT 

menjalin hubungan yang sangat baik dengan wajib pajak Air permukaan 

Dimana sebelum tanggal jatuh tempo pihak UPT sudah menghubungi dan 

mengingatkan kepada wajib pajak, untuk tidak terlambat membayar pajak. 

Dan hampir setiap PT mebayar Pajak Air Permukaan jauh Sebelum tanggal 

jatuh tempo pembayaran pajak, dan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) 

3. Disitu juga sudah terdapat himbauan atau peringatan kepada wajib pajak 

agar tidak terlambat untuk melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, penulis menyadari 

keterbatasan dalam penelitian. Berikut saran dari penulis untuk penelti 

selanjutnya, yaitu: 

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak 

sumber wawancara termasuk wajib pajak mendapatkan informasi yang 

lebih banyak mengenai Tingkat kepatuhan wajib pajak air permukaan di 

UPT Pengelolaan Pendapatan Bangkinang. 

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa menambah sumber becaan 

mengenai teori pajak air permukaan agar lebih lengkap. 
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Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan
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